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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia,;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya
disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya
disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk
mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan
anak di daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.
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BAB 11
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2
(1) KPAI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) KPAI bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

KPAI mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak anak;

b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan
kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;

c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan
anak;

d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan
masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;

e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;

f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk
masyarakat di bidang perlindungan anak; dan

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang

Perlindungan Anak.

BAB 1
KELENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4
Keanggotaan KPAI terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
C. 7 (tujuh) orang Anggota.
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Pasal 5
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAI
melalui musyawarah dan mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan
wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) anggota KPAI.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPAI diatur dalam

Peraturan Ketua KPAI.

Pasal 6

Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama,

tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan

kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat
KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat.
Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon Il atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
Sekretariat KPAIl bertugas memberikan dukungan teknis
dan administratif kepada KPAL.
Kepala Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung
jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan

Peraturan Menteri.


http://www.peraturan.go.id

2016, No.135

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 8
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAI, Ketua KPAI
dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan
kebutuhan.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari instansi pemerintah, akademisi, dan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja
dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAL.
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan
tata kerja kelompok kerja KPAI diatur dalam Peraturan
KPAL.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAI harus memenuhi

syarat:

a. Warga Negara Indonesia;

b bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

d mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan
perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun;

e. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela;

sehat jasmani dan rohani;
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